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KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN 
ANTARA PG. GONDANG BARU PTPN IX DENGAN KELOMPOK TANI  
DI DESA DALEMAN TULUNG KLATEN 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian sewa 
menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa 
Daleman Tulung Klaten. 2) Mengetahui hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan 
kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 
kesimpulan bahwa: 1) Bentuk dan isi/kontruksi dari perjanjian sewa menyewa tanah antara 
PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten 
dilaksanakan secara tertulis, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yaitu mengatur 
tentang jangka waktu, biaya, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban, berakhirnya 
perjanjian, keadaan kahar (force majeure), ketentuan tentang tata cara penyelesaian 
sengketa dan domisili hukum serta ketentuan lain-lain. 2) Kendala dalam pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok 
Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten tidak terdapat kendala yang amat berarti yang dapat 
menghambat proses terjadinya perjanjian sewa menyewa tanah pertanian untuk penanaman 
bibit tebu. Kendala-kendala yang dialami oleh PG. Gondang Baru PTPN IX dalam 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adalah terjadinya force majeure. Keadaan 
force majeure adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan 
karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, misalnya terjadi bencana alam. 
Kata Kunci:  perjanjian, sewa menyewa 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research are: 1) Knowing the form and contents / construction of land 
lease agreement between PG. Gondang Baru PTPN IX with farmers' group in Daleman 
Tulung Klaten Village. 2) Recognizing the constraints arising in the implementation of 
land lease agreements between PGs. Gondang Baru PTPN IX with farmers' group in 
Daleman Village Tulung Klaten. Based on the analysis result, it can be concluded that: 1) 
The form and contents / construction of land lease agreement between PG. Gondang Baru 
PTPN IX with farmer's group in Daleman Tulung Klaten Village is executed in writing, the 
agreement contains clauses that set about time period, cost, payment procedure, rights and 
obligations, termination of agreement, force majeure, procedures for dispute resolution 
and legal domicile and other provisions. 2) Constraints in the execution of land lease 
agreements between PG. Gondang Baru PTPN IX with Kelompok Tani In Daleman Tulung 
Klaten Village there are no significant obstacles that can hamper the process of land lease 
agreement for the planting of sugar cane seedlings. Constraints experienced by PG. 
Gondang Baru PTPN IX in the execution of land lease agreement is the occurrence of 
force majeure. The state of force majeure is a state in which the agreement is not executed 
because things are completely unexpected, such as natural disasters. 
 






Indonesia terkenal sebagai negara agraris, hal ini dapat ditunjukkan dari 
tersedianya tanah vulkanik yang subur dengan luasan yang besar, curah hujan cukup, dan 
iklim sesuai bagi pertumbuhan berbagai tanaman. Pendapatan masyarakat di pedesaan 
tergantung pada sektor pertanian, ditinjau dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang 
hidup atau bekerja di bidang usahatani atau dari produk nasional yang berasal dari 
pertanian.1  
Sejak jaman kolonial, usaha tani tebu telah diusahakan oleh masyarakat pedesaan 
yang pelaksaannya diatur oleh pabrik gula dengan cara menyewa lahan milik petani. 
Pabrik gula bertanggung jawab terhadap semua tanaman dan penggilingan tebu, sedangkan 
petani hanya menyewakan tanah miliknya kepada pabrik gula. Tujuan pemerintah kolonial 
Belanda saat itu adalah untuk keperluan ekspor. Pada tahun 1928 industri gula 
menghasilkan tiga perempat dari ekspor Jawa keseluruhan, dan industri ini telah 
menyumbang seperempat dari seluruh penerimaan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa 
itu terdapat 178 pabrik gula yang mengusahakan perkebunan di Jawa dengan luas areal 
tebu yang dipanen kira-kira 200.000 hektar dengan produktifitas 14,8 persen dan rendemen 
mencapai 11-13,8 persen. Besarnya produktivitas tebu telah menghasilkan hampir 3 juta 
ton gula dimana hampir separuhnya diekspor (sekitar 2,4 juta ton). Hal tersebut yang 
menjadikan Indonesia pernah menjadi ekportir terbesar kedua setelah Kuba.  
Sistem pola tanam pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan 
cultuurstelsel dan sistem glebagan. Sistem glebagan merupakan sistem pola tanam yang 
menerapkan perguliran komoditas tanaman. Komoditas tanaman yang digulir adalah padi, 
palawija dan tebu. Setiap setahun sekali pelaksanaan sistem glebagan ini dievaluasi oleh 
pemerintah setempat.  
Pada masa awal kemerdekaan terdapat ketidakstabilan perekonomian dalam 
negeri yang berimbas pada industri gula. Produksi gula terus mengalami penurunan selama 
beberapa tahun berikutnya. Keterpurukan industri gula yang terjadi di Indonesia 
mendorong Presiden Soeharto untuk meningkatkan produksi pertanian. Sistem 
pengusahaan tebu diubah oleh Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 
1975.2 Inpres No. 9 Tahun 1975 ini mengganti sistem pola tanam yang semula menganut 
                                               
1 Mubyarto, 1989, Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta : Edisi Ke-tiga, LP3S, Hal. 4. 
2 Mardianto dkk, 2005, Peta Jalan (Road Map) dan Kebijakan Pengembangan Industri Gula 
Nasional,Forum Penelitian Agro-Ekonomi Volume 23 No. 1, Juli 2005, hal. 19-37. 
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sistem glebagan menjadi sistem Tebu Rakyat Intensif (TRI). Sistem TRI ini yang 
menjadikan petani sebagai produsen tebu utama dan pabrik gula sebagai mitra usaha petani 
serta membimbing petani dalam usaha taninya tersebut. Inpres No 9 Tahun 1975 
menghendaki petani menjadi “tuan” di tanahnya sendiri. Namun pada pelaksanaannya, 
kebijakan tersebut banyak disalahgunakan. Banyak lahan petani yang dikuasai oleh 
oknum-oknum tertentu, dalam konteks ini yang dimaksud dengan oknum adalah para 
cukong yang membeli hak petani sebagai objek dari TRI. 
Namun di era reformasi saat ini, pola penanaman tebu kembali kepada sistem 
kolonial Belanda, yaitu pelaksanaannya diatur oleh pabrik gula dengan cara menyewa 
lahan milik petani. Pabrik gula bertanggung jawab terhadap semua tanaman dan 
penggilingan tebu, sedangkan petani hanya menyewakan tanah miliknya kepada pabrik 
gula.  
Pemanfaatan lahan tanah itu diberikan kepada penyewa dalam bentuk perjanjian 
tertulis berupa perjanjian sewa-menyewa lahan tanah pertanian oleh pemilik lahan di 
Kelurahan Daleman Tulung Klaten dengan pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN 
IX berupa perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian baku, yaitu yang telah ditentukan 
sepihak oleh PG. Gondang Baru PTPN IX atas isi perjanjian sewa lahan tanah dengan 
format baku yang telah disiapkan khusus dengan aturan tertentu yang memuat luas tanah 
yang disewa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada waktu pengajuan permohonan 
sewa, jumlah yang harus dibayar dan masa sewa yang diinginkan dalam format yang telah 
tersedia. 
Sebagaimana diketahui perjanjian baku yang dipahami adalah dalam bentuk 
perjanjian sewa-menyewa yang timbul antara pihak petani di Kelurahan Daleman Tulung 
Klaten dengan pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX, yang bentuknya 
sebagaimana bentuk perjanjian pada umumnya, yang diinginkan oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, bahwa eksistensi perjanjian lahir karena persetujuan 
(overeenkomst) dan juga karena Undang-Undang. 
Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 
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dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” dengan 
demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.3 
Memahami pengertian Perjanjian atau verbintenis secara umum mengandung arti: 
suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi 
kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus memberikan 
kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.  
Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan 
sendirinya. Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” / rechts 
handeling. Tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak – pihaklah yang 
menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh 
pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun 
menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi.4 
Perjanjian yang terjadi antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa lahan 
tanah pertanian untuk penanaman bibit tebu, yang mengikatkan dirinya dengan isi 
perjanjian yang telah ditetapkan PG. Gondang Baru PTPN IX, menimbulkan hubungan 
hukum diantara keduanya, dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa. Sewa menyewa atau 
huur en verhuur adalah persetujuan antara pihak yang meyewakan dengan pihak penyewa.5  
Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa perjanjian sewa lahan tanah 
antara petani pemilik lahan dengan penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX 
merupakan: 1) Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dalam hal ini pemilik 
lahan tanah yaitu petani kepada pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX. 2) 
Pihak yang menyewa menyerahkan sesuatu barang (dalam hal ini adalah lahan tanah) 
kepada penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (volledige genot). 3) Penikmatan 
berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa 
yang tertentu pula. 
Pengertian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada 
Pasal 1548 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan, dari sesuatu barang, selama 
suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut 
                                               
3 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Perikatan – perikatan yang lahir dari 
perjanjian, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 20  
4 M.Yahya Harahap, 1986, Segi-segi hukum perjanjian, Alumni, Bandung, hal.7 
5 Abdul Kadir, 2006, Hukum perjanjian , Alumni ,Bandung, hal. 220 
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belakangan itu disanggupi pembayarannya. Sewa-menyewa merupakan persetujuan 
konsensual yang bebas bentuknya, sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan atau yang 
diperjanjikan, secara lisan maupun tulisan, yang objek nya meliputi segala jenis benda 
bergerak maupun tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, jadi objek sewa-menyewa 
adalah yang dapat dipersewakan, dengan harga sewa yang sesuai dengan kesepakatan 
berdasarkan kebiasaan dan kepatutan. Pada Sewa-Menyewa, barang yang menjadi objek 
sewa-menyewa tadi bukan untuk dimiliki. Tapi hanya untuk dinikmati.6  
Atas dasar penikmatan inilah memungkinkan terjadinya persetujuan sewa-
menyewa, artinya untuk penggunaan penikmatan yang diberikan kepada si penyewa, 
sipenyewa tersebut harus menyerahkan kontraprestasi berupa sejumlah pembayaran 
tertentu (uang sewa) penikmatan sebagai salah satu unsur yang ditekankan pada pasal 1548 
KUH Perdata, sebagai apa yang disebut haknya penyewa, sedangkan pembayaran 
merupakan wujud dari prestasi/ kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyewa atas 
penikmatan yang diterimanya yang telah diberikan oleh pemilik barang/yang menyewakan, 
pembayaran yang dilakukan si penyewa merupakan hak dari pemberi sewa bagi 
pembayaran atas kewajibannya menyerahkan barang untuk dinikmati oleh penyewa. 
Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi atas lahan tanah pertanian antara petani di 
Kelurahan Daleman Tulung Klaten dengan pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN 
IX, tidak berbeda dengan bentuk perjanjian sewa-menyewa yang diinginkan oleh KUH 
Perdata sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1548 yaitu bentuk perjanjian yang 
terbentuk atas hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa yang 
disepakati kedua belah pihak yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara 
keduanya, dalam bentuk perjanjian baku dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur 
tentang perjanjian penyewaan lahan tanah secara tertulis. 
Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang syarat 
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan diri, 
kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. 
Sepakat yang dimaksud sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sepakat mereka 
yang mengikatkan diri dalam isi perjanjian yang disetujui yang dikenal sebagai azas 
konsensualitas. Arti azas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang 
                                               
6 M.Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 222 
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timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.7 
Memperhatikan bentuk perjanjian sewa lahan tanah merupakan bentuk hubungan hukum 
yang menjadi isi dari perjanjian yang terjadi antara petani disatu pihak dan penyewa 
dipihak lainnya, dalam perjanjian baku terpenuhinya unsur sepakat, ketika detik ditanda-
tanganinya perjanjian penyewaan lahan tanah yang disepakati oleh pihak penyewa diatas, 
dalam format perjanjian yang telah disiapkan PG. Gondang Baru PTPN IX sesuai isi 
permohonan yang diinginkan pihak penyewa.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bentuk dan isi / kontruksi dari 
perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani 
di Desa Daleman Tulung Klaten. (2) Mengetahui hambatan-hambatan yang ditimbulkan 
dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX 
dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten. 
Teknik analisis data menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  
pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 
telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin 
hukum dan teori ilmu hukum yang ada. 
2. METODE PENELITIAN  
2.1. Metode Pendekatan Masalah  
Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di 
dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini 
menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu suatu 
pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu 
peraturan / perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.8 
Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif 
tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru 
PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten. 
2.2. Sifat Penelitian  
Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu 
penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem 
hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari 
penelitian bersangkutan. 
                                               
7 Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, hal. 15 
8 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hal 10. 
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2.3. Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 
sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang 
diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan 
dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara 
langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX 
dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten.  
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, 
dalma hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi 
dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama 
dengan pihak PG. Gondang Baru PTPN IX selaku penyewa dan kelompok tani 
di Desa Daleman Tulung Klaten selaku pihak yang menyewakan.  
Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar 
pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi 
pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.9 
b. Data Sekunder  
Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data 
primer, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1. Bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. 
Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani Di Desa Daleman Tulung 
Klaten 
 
Sebagai desa pertanian dengan wilayah yang terdiri atas lahan yang cukup luas, 
menimbulkan dampak tersendiri dalam sewa-menyewa yang ada di Desa Daleman Tulung 
                                               
9 Soetrisno Hadi, 1986, Metodologi Research Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum 
Psikologi UGM, Hal. 26 
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Klaten. Hal tersebut tampak dari maraknya praktek sewa-menyewa lahan pertanian untuk 
penanaman tebu. Di Desa Daleman Tulung Klaten jumlah pelaku sewa-menyewa cukup 
banyak, karena sewa-menyewa lahan pertanian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa 
Daleman Tulung Klaten. Perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian oleh masyarakat petani 
di Desa Daleman Tulung Klaten dengan pihak penyewa yaitu PG. Gondang Baru PTPN IX 
berupa perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian baku, yaitu yang telah ditentukan 
sepihak oleh PG. Gondang Baru PTPN IX atas isi perjanjian sewa lahan tanah dengan 
format baku yang telah disiapkan khusus dengan aturan tertentu yang memuat luas tanah 
yang disewa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada waktu pengajuan permohonan 
sewa, jumlah yang harus dibayar dan masa sewa yang diinginkan dalam format yang telah 
tersedia. 
Berdasarkan isi perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN 
IX dengan Kelompok Tani di Desa Daleman Tulung Klaten di atas, maka bentuk 
perjanjian sewa menyewa tanah dibuat secara tertulis, para pihak dalam perjanjian ini 
menuangkannya dalam bentuk tertulis mengenai kepentingan mereka dalam perjanjian, 
syarat-syarat yang diperjanjikan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam 
perjanjian. Bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis ini juga merupakan wujud dari 
asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata.  
Selain berisi nama para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang 
dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang jangka waktu, biaya, tata 
cara pembayaran, hak dan kewajiban, berakhirnya perjanjian, keadaan kahar (force 
majeure), ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum serta 
ketentuan lain-lain. 
Berdasarkan hasil analisis surat perjanjian sewa menyewa tana pertanian tersebut di 
atas maka dapat peneliti jelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. 
Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani di Desa Daleman Tulung Klaten telah 
menentukan standar baku mengenai hal-hal yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1-6 dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu sebagai berikut: 
3.1.1. Objek Perjanjian 
Berdasarkan hasil analisis surat perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. 
Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten 
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dijelaskan bahwa sebagai objek perjanjian adalah tanah seluas 1 (satu) ha yang terletak 
di Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten dengan No. Persil 254 No. 
C.1243. 
3.1.2. Subjek Perjanjian 
Berdasarkan hasil analisis surat perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. 
Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten 
dijelaskan bahwa sebagai subjek perjanjian adalah sebagai berikut: 
a.  SURYONO, sebagai warga Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten 
Klaten selaku pemilik lahan seluas 1 ha, yang berlokasi di Desa Daleman 
Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten dengan No. Persil 254 No. C.1243; 
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.  
b.  YANTO TEDJONEGORO, Bertindak atas nama PG. Gondang Baru PTPN IX; 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  
3.1.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Berdasarkan hasil analisis surat perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. 
Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten 
dijelaskan bahwa hak dan kewajiban masing-masing para pihak diatur dalam Pasal 3 
dan Pasal 4 adalah sebagai berikut: 
Pasal 3 
Hak Dan Kewajiban  
(1) HAK  
PIHAK KESATU : 
a.  Berhak menerima pembayaran uang sewa tanah yang disewakelolakan tersebut 
dari PIHAK KEDUA selama 5 tahun yang dibayarkan setiap tahun. 
b.  Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA dengan mengirimkan peringatan 
berupa surat peringatan ke-1 dan ke-2, dan apabila setelah munculnya surat 
peringatan ke-2 PIHAK KEDUA belum menunaikan kewajibannya maka 
PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian ini dengan 
diawali musyawarah mufakat dengan PIHAK KEDUA.  
c.  Apabila terjadi pemutusan perjanjian ini maka segala bentuk investasi yang 
terjadi di atas lahan yang disewakelolakan menjadi milik PIHAK PERTAMA.  
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PIHAK KEDUA : 
a.  Berhak mendapatkan jaminan tidak akan mendapatkan tuntutan dari pihak 
manapun juga dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah tersebut selama 
terkait perjanjian ini sampai dengan masa panen pertama dan kedua atau selama 
10 tahun yang terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. 
(2) KEWAJIBAN  
PIHAK KESATU  
a.  Menjamin sepenuhnya bahwa obyek perjanjian sewa menyewa lahan ini dalam 
keadaan tidak sedang disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak manapun 
dan tidak dalam sengketa. 
b. Menjamin sepenuhnya bahwa objek perjanjian sewa menyewa lahan ini bisa 
berjalan sesuai dengan waktu yang disepakati yaitu 5 (lima) tahun terhitung dari 
sejak ditandatanganinya perjanjian ini.  
c. PIHAK PERTAMA akan menyediakan dan menjamin segala sesuatu yang 
berkaitan dengan status lahan tanah yang jelas dan atas hak yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku di 
Indonesia dengan jaminan lahan tidak ada konflik dengan petani 
penggarapannya, bukan termasuk lahan dinas Kehutanan dan Perkebunan, 
bersih dari segala hak tanggungan, gadai dsb, serta dalam keadaan tidak 
sengketa (Surat Keadaan Tidak Sengketa) terlampir. 
PIHAK KEDUA  
a.  Berkewajiban untuk membayar uang sewa lahan kepada PIHAK KESATU selama 
5 lima yang dibayarkan setiap tahun; 
b. Berkewajiban memperhatikan dan memberikan kontribusi terhadap kepentingan 
umum baik langsung maupun tidak langsung; 
c. Berkewajiban mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku; 
d. Membayar PBB atas tanah yang disewakelolakan tersebut setiap tahun selama 5 
tahun. 
Baik perjanjian maupun hak-hak dan kewajiban didalamnya tidak dapat dialihkan atau 
dipindahkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PIHAK KESATU tanda 




Besar Dan Sistem Pembayaran  
(1) Besarnya uang sewa pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini 
adalah Rp. 5.000.000,- per ha per tahun, dengan jumlah keseluruhan untuk masa 5 
tahun adalah Rp. 25.000.000,-. 
(2) Pembayaran uang sewa dalam bentuk rupiah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 
ini akan dibayar untuk 1 (satu) tahun pertama ketika perjanjian ini selesai 
ditandatangani dan pembayaran selanjutnya dilakukan setiap tahun hingga masa 
sewa pengelolaan lahan tanah berakhir.  
(3) Pembayaran uang sewa yang dimaksud pada Bab IV Pasal 4 ayat (1) yaitu sebesar 
Rp. 5.000.000,- untuk tahun pertama akan dilaksanakan dengan memberikan tanda 
jadi di Bulan Juli 2014 sebesar 50% dari harga sewa dan akan dibayarkan 
pelunasannya pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar 50% sisanya.  
(4)  Pembayaran uang sewa untuk tahun berikutnya akan dibayarkan mengikuti setiap 




Segala sesuatu pembiayaan yang muncul akibat kegiatan ini mulai dari perencanaan 
pengajuan; sampai pelaksanaan dilapangan, evaluasi dan monitoring merupakan 
tanggung jawab PIHAK KEDUA.  
Pasal 6  
Jangka Waktu  
(1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya 
perjanjian ini yaitu dari hari Senin tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu 
Empat Belas sampai dengan hari Minggu tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun 
Dua Ribu Sembilan Belas, dengan pengecualian untuk setiap waktu penebangan 
tanaman kayu-kayuan ini tidak dikenakan uang sewa sampai penebangan tuntas di 
panen seluruhnya dan masa penyelesaian administrasi dan masa panen, dan dapat 
diperpanjang melalui kesepakatan PIHAK PERTAMA; dalam hal demikian 
PIHAK KEDUA harus mengajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 
perjanjian ini berakhir dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku untuk perjanjian ini.  
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(2) Bahwa perjanjian ini tidak dapat diakhiri dengan cara apapun juga, dengan 
meninggalnya PIHAK KESATU serta berubahnya susunan direksi dari PIHAK 
KEDUA akan tetapi berlaku bagi pejabat berikutnya, para ahli waris atau penerima 
hak dari masing-masing pihak; mengikat sampai akhir waktu yang telah ditentukan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa perjanjian 
sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani di 
Desa Daleman Tulung Klaten yang dilakukan secara tertulis menurut peneliti sudah 
sah menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila 
telah memenuhi 4 (empat) syarat komulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian 
tersebut antara lain : 
a. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat 
perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang 
diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena 
kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang dimaksud 
dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni 
sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah 
atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal 
pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap 
untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, 
menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan;  orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 
jo. Pasal 433 KUPerdata; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang 
untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan 
pailit oleh pengadilan. 
c. Suatu Hal Tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan 
harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. 
d. Suatu Sebab Yang Halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang 
halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, yaitu : tidak bertentangan dengan ketertiban umum; tidak 
bertentangan dengan kesusilaan; dan tidak bertentangan dengan undang-undang.  
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Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan 
syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, 
sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai 
objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-
syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas 
permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak 
bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, 
bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi 
hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah 
ada perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan. 
 
3.2. Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa 
menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani Di 
Desa Daleman Tulung Klaten  
 
Setiap perjanjian yang dilakukan pasti terdapat kendala-kendala baik dalam proses 
terjadinya perjanjian hingga pelaksanaannya. Kendala bisa berasal dari dalam ataupun luar 
perjanjian. Hal itu akan mempengaruhi lancar atau tidaknya perjanjian. Sampai saat ini, 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan 
Kelompok Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten tidak terdapat kendala yang amat berarti 
yang dapat menghambat proses terjadinya perjanjian sewa menyewa tanah pertanian untuk 
penanaman bibit tebu. 
Adapun kendala-kendala yang dialami oleh PG. Gondang Baru PTPN IX dalam 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adalah terjadinya force majeure. Keadaan 
memaksa (force majeure) diatur dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 
KUH Perdata. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa force majeure 
adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal 
yang sama sekali tidak dapat diduga, dan Pihak Kedua tidak dapat berbuat apa-apa 
terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut. 
Selain diatur di dalam KUH Perdata di atas, pengertian force majeure menurut R. 
Subekti adalah keadaan di luar kekuasaan debitur yang tidak dapat diketahui pada waktu 
kontrak itu dibuat. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpha sehingga orang yang tidak 
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salah tidak boleh dijatuhi sanksi.10 Kejadian tak terduga tersebut, menurut Sri Soedewi M. 
Sofwan, dapat dijadikan dasar keadaan memaksa jika orang yang berpikiran sehat tidak 
dapat memperhitungkannya.11  
Terhadap keadaan keadaan force majeure, PG. Gondang Baru PTPN IX telah 
mengaturnya dalam ketentuan Pasal 7 dalam surat perjanjian sewa menyewa tanah, yaitu 
sebagai berikut: 
(1) Dalam hal peristiwa keadaan memaksa (FORCE MAJEURE) diluar kemampuan para 
pihak untuk mengatasinya yang menyebabkan kerusakan pada kondisi dan fungsi objek 
perjanjian maka kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak dapat dibebankan kepada 
salah satu pihak; 
(2) Yang dimaksud peristiwa keadaan memaksa (FORCE MAJEURE) adalah bencana 
alam, gempa, banjir, kebakaran, perang, huru hara, pemberontakan ataupun suatu 
kebijakan dari Pemerintahan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat 
dilaksanakan; 
(3)  Dalam hal ini terjadi kondisi yang dikategorikan sebagai peristiwa dalam keadaan 
(FORCE MAJEURE) maka penyelesaian masalah sehubungan dengan perjanjian sewa 
ini dilaksanakan secara musyawarah kedua belah pihak. 
(4) Pihak yang mengalami FORCE MAJEURE dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) 
minggu berkewajiban untuk menyampaikan kepada pihak lainnya atas kejadian yang 
mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat atau tidak sepenuhnya dapat melaksanakan 
kewajibannya dalam perjanjian ini.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 perjanjian sewa menyewa tanah di atas bahwa 
keadaan force majeure merupakan kendala dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah, 
namun demikian keadaan force majeure tersebut apabila terjadi maka para pihak tidak 
menganggapnya sebagai wanprestasi atau alpha. Secara umum dalam upaya penyelesaian 
perselisihan bila terjadi sengketa di dalam setiap perjanjian dilakukan oleh para pihak 
dikemudian hari, sepakat diselesaikan dengan musyawarah sesuai dengan asas yang dianut 
dalam perjanjian sewa menyewa tanah ini. Perjanjian sewa menyewa tanah antara antara 
PG. Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten 
juga mengawali penyelesaian permasalahan dengan jalan musyawarah. Namun apabila 
                                               
10 R. Subekti. 1990. Hukum Kontrak. Jakarta : PT Intermasa hlm 56 
11 Sri Soedewi M. Sofwan. 1980. Hukum Perutangan (Bagian A). Yogyakarta : Universitas Gajah Mada hlm 
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tidak selesai dengan jalur musyawarah maka ditempuh melalui Pengadilan Negeri sebagai 





Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: 1) Bentuk dan isi/kontruksi dari perjanjian sewa menyewa tanah antara 
PG. Gondang Baru PTPN IX dengan kelompok tani di Desa Daleman Tulung Klaten 
dilaksanakan secara tertulis, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yaitu mengatur 
tentang jangka waktu, biaya, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban, berakhirnya 
perjanjian, keadaan kahar (force majeure), ketentuan tentang tata cara penyelesaian 
sengketa dan domisili hukum serta ketentuan lain-lain. 2) Kendala dalam pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa tanah antara PG. Gondang Baru PTPN IX dengan Kelompok 
Tani Di Desa Daleman Tulung Klaten tidak terdapat kendala yang amat berarti yang dapat 
menghambat proses terjadinya perjanjian sewa menyewa tanah pertanian untuk penanaman 
bibit tebu. Kendala-kendala yang dialami oleh PG. Gondang Baru PTPN IX dalam 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adalah terjadinya force majeure. Keadaan 
force majeure adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan 
karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, misalnya terjadi bencana alam. 
 
4.2. Saran 
Sebagai akhir atau penutup dari penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan 
saran-saran sebagai berikut yaitu: 1) Hendaknya PG. Gondang Baru PTPN IX dalam 
membuat perjanjian sewa menyewa tanah dengan kelompok Tani Di Desa Daleman 
Tulung Klaten, harus sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, karena selama ini 
perjanjian sewa menyewa tanah dilaksanakan berdasarkan musim panen tebu. 2) 
Hendaknya para pihak dalam melaksanakan perjanjian dapat mentaati segala hak dan 
kewajiban yang telah disepakati dalam klausa perjanjian, sehingga tidak terjadi sengketa 
atau perselisihan dalam pelaksanaan  perjanjian sewa menyewa tanah. 
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